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EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI SEBAGAI SALAH 
SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN DAS 

Dewi Liesnoor Setyowati, Sucihatiningsih DWP, Eva Banowati, Suroso 
 

PENDAHULUAN  Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di banyak tempat di Indonesia saat ini perlu segera ditangani, mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terlampaui dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, berkurangnya areal hutan dan kawasan resapan air, semakin meluasnya lahan kritis dan pengembangan wilayah yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan bencana banjir, longsor dan kekeringan (Nugroho, 2015). Data Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan kerusakan DAS dari yang semula 22 DAS pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992 dan 1998. Sedangkan kondisi terakhir, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, menetapkan 108 DAS kritis dengan prioritas penanganan yang dituangan dalam RPJM 2010 – 2014. Salah satu DAS kritis yang prioritas untuk segera ditangani adalah DAS Garang. Kerusakan DAS disebabkan antara lain tingkat kesejehteraan masyarakat yang rendah, belum optimalnya peran para pihak dalam mengelola DAS, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Menurut Nugroho (2015), kunci keberhasilan dalam pengelolaan sungai adalah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dan merasakan manfaat langsung dengan adanya kegiatan pengelolaan sungai. Diakui bahwa partisipasi publik dan peran para pihak semakin dibutuhkan dalam pengam-bilan keputusan pengelolaan sumberdaya (Reed et al, 2009). Pengelolaan DAS pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan peman-faatan lahan dan sumberdaya yang lebih berorientasi pada kepentingan sektoral dan perbedaan persepsi para pihak (Alviya et al., 2012; Blackstock et al., 2012). Tarlock (2003) menyebut ketiadaan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan, konflik antar sektor/kegiatan merupakan permasalahan tidak efektifnya dalam pengelolaan sungai. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sungai koordinasi dan peran yang dilakukan oleh setiap sektor atau para pihak menjadi penting. Kota Semarang, banyak dilalui oleh beberapa sungai besar utamanya sungai Garang dan Babon. Kedua sungai ini berhulu di Gunung Ungaran yang jaraknya sangat pendek +40 km dengan kelerengan yang sangat curam. Daerah 
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hulu banyak mengalami perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat, dimana banyak lahan pertanian dan tegalan yang berubah fungsi menjadi pemukiman dan pabrik, bahkan di Kota Semarang banyak dijumpai kantong air ditutup untuk pemukiman dengan mengambil tanah galian dari bukit yang mestinya berfungsi sebagai daerah resapan air. Gambaran konversi fungsi lahan bagian hulu, menunjukkan adanya penyempitan luas hutan dari 23,28% pada tahun 1995 menjadi 18,38% pada tahun 2010, sedangkan luas permu-kiman meningkat dari 1,69% pada 1995 menjadi 7,41% pada tahun 2010. Luas hutan yang seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 30% sesuai dengan keten-tuan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata dari tahun ke tahun luas hutannya semakin menyempit. Kondisi tersebut berdampak buruk terhadap kelestarian DAS karena daya dukungnya berkurang. Air hujan yang seharusnya dapat meresap dan disimpan dalam tanah, mengalir menjadi aliran permukaan sehingga terjadi ancaman banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dibagian hilir terutama wilayah pantai dari Kendal sampai Demak terdapat tanaman bakau yang telah rusak, terdesak oleh bangunan dan insfratuktur lainnya. Pemilihan strategi peningkatan keterpaduan dalam pengelolaan sungai dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu memilih kriteria dan alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya yang ada. Prioritas alternatif pertama adalah penyusunan rencana pengelolaan sungai berbasis kawasan strategis fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan para pihak. Rencana tata ruang Provinsi Jateng telah menetapkan DAS garang sebagai kawasan strategis dengan fungsi lingkungan hidup, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan perencanaan yang lebih detail dengan mengakomodasi kepentingan hulu-hilir. Banyaknya instansi/lembaga yang terlibat merupakan asset karena program dan pendanaan yang ada dapat mendukung terwujudnya pengelolaan yang integratif. Penyelarasan DAS dengan wilayah administratif juga penting dilakukan agar pemahaman akan DAS tiap daerah sebagai pemangku kepentingan lebih jelas sehingga dapat mendukung kejelasanpembagian peran para pihak. Dengan strategi tersebut diharapkan pengelolaan DAS Garang menjadi semakin terpadu dan perma-salahan dapat terselesaikan dengan partisipasi semua pihak terkait. 
PENGELOLAAN DAS GARANG Dalam rangka pengelolaan DAS secara terpadu dengan memperhatikan berbagai permasalahan, kondisi dan keterbatasan karakteristik DAS serta prinsip pengelolaan DAS sangat diperlukan optimalisasi fungsi dan peran seluruh stakeholders secara terpadu dan terintegrasi antar sektor dengan berbagai kepentingan dan secara holistik yang berdasarkan multi disiplin ilmu. 
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Guna pengelolaan DAS Garang secara terpadu maka diperlukan pening-katan peran multipihak secara partisipatif, berbagi tanggungjawab (sharing responsibility) dalam pemberdayaan masyarakat (community empowerment), andil biaya (cost sharing) dan lain sebagainya. Pengelolaan DAS Terpadu mencakup proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya alam dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek biofisik, klimatik, sosial, politik, ekonomi dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Pengelolaan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dikendali-kan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipasi dan adaptasi terhadap lingkungan biofisik dan sosial ekonomi setempat. Dengan demikian, keterpaduan dalam pengelolaan DAS adalah upaya mensin-kronkan program-program sektoral dan kerangka kerja kelembagaan yang berbeda dengan cakupan lintas wilayah administrasi pemerintahan dalam satu DAS. Dengan mekanisme pengelolaan sumberdaya antar sektor, antar wilayah administrasi pemerintahan dan antar kelembagaan sebagai satu kesatuan ini, maka selain tujuan masing-masing sektor, diharapkan tujuan bersama penge-lolaan DAS juga dapat tercapai.   Kondisi ideal di atas masih menghadapi berbagai masalah dan kendala sehingga belum dapat diimplementasikan seperti yang diinginkan. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara kondisi pengelolaan DAS yang diharap-kan dengan kondisi pengelolaan DAS saat ini seperti disajikan secara singkat dalam Tabel 1. 
Tabel 1.  Matrik Perbandingan Antara Kondisi Pengelolaan DAS Saat Ini Dengan Yang Diharapkan 
No Kegiatan/Aspek 

Manajemen 
Kondisi Pengelolaan DAS 

Saat Ini Yang Diharapkan 
1 Perencanaan a. Bersifat parsial (belum terintegrasi) b. Belum memiliki tujuan bersama (bersifat sektoral) c. Proses penyusunannya kurang partisipatif d. Tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat e. Tidak efektif dan efisien (kurang diacu oleh berbagai pihak) 

a. Perencanaan dilakukan secara terpadu b. Memiliki tujuan bersama yang telah disepakati c. Proses penyusunan rencana dilaksanakan secara partisipatif d. Mempunyai kekuatan hukum e. Efektif dan efisien (menjadi salah satu acuan dalam perencanaan sektoral/bidang lain) 



366 DEWI LIESNOOR SETYOWATI, DKK  

 

No Kegiatan/Aspek 
Manajemen 

Kondisi Pengelolaan DAS 
Saat Ini Yang Diharapkan 

2 Kelembagaan a. Masing-masing sektor bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kepentingannya b. Belum ada pembagian tugas, fungsi dan mekanisme kerja yang jelas dalam pengelolaan DAS c. Beberapa forum DAS di daerah telah terbentuk tapi belum bisa bekerja secara efektif 

a. Ada lembaga koordinatif para pihak terkait pengelolaan DAS seperti Forum DAS b. Kapasitas lembaga-lemba-ga yang telah ada mening-kat dengan memperjelas tugas, fungsi dan mekanis-me kerja lembaga/ organisasi tersebut c. Lembaga koordinatif berperan secara efektif untuk mensinergikan kebijakan, kegiatan dan pendanaan 
3 Pelaksanaan  a. Kegiatan di lapangan cenderung egosektoral belum terpadu b. Kebijakan Pemda cenderung mengeksploitasi sumberdaya alam DAS untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Konservasi dan rehabilitasi DAS mengandalkan pemerintah terutama sektor kehutanan d. Pemanfaatan jasa lingkungan DAS belum dihargai 

a. Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu (sudah ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi diantara pihak-pihak/sektor terkait). b. Komitmen Pemda dalam mengelola dan melestarikan DAS tinggi c. Konservasi dan rehabili-tasi DAS melibatkan para pihak (Pemerintah Pusat, Pemda, swasta dan masyarakat). d. Pembayaran jasa lingkungan DAS dilakukan secara bertahap dan dimanfaatkan untuk mendanai konservasi dan rehabilitasi DAS. 
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No Kegiatan/Aspek 
Manajemen 

Kondisi Pengelolaan DAS 
Saat Ini Yang Diharapkan 

4 Pengendalian a. Monitoring dan evaluasi terbatas oleh institusi tertentu, belum ada koordinasi dan sharing informasi b. Pengawasan dan penertiban belum banyak melibatkan masyarakat dan belum dilaksanakan secara konsisten c. Penertiban terhadap pelanggaran peraturan kurang d. Kondisi DAS tidak menjadi indikator kinerja institusi yang terkait dengan pengelolaan DAS 

a. Ada koordinasi para pihak dalam melakukan monito-ring dan evaluasi serta ada sharing informasi b. Pengawasan melibatkan masyarakat, ada jejaring kerja yang baik, hasil monitoring dan evaluasi dijadikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan DAS  c. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik d. Kesehatan DAS menjadi indikator kinerja institusi yang terkait pengelolaan DAS 
5 Sistem Informasi 

Manajemen DAS 
(SIM DAS) 

a. SIM DAS belum terbangun dengan baik b. Software, hardware dan sumberdaya manusia belum memadai c. Banyak instansi hanya mengumpulkan data sesuai kepentingannya dan belum ada jejaring kerja d. Publikasi data dan informasi tentang DAS secara utuh masih terbatas 

a. SIM DAS sudah terbangun dengan baik dengan data dan informasi yang lengkap  b. SIM DAS ditunjang 
software, hardware dan sumberdaya manusia yang memadai c. Jejaring kerja informasi antar instansi/para pihak sudah terbangun, data dan informasi terintegrasi dan mudah diakses d. Publikasi data dan infor-masi untuk setiap DAS terutama DAS prioritas tersedia secara lengkap 

6 Partisipasi Para 
Pihak/Masyara-
kat 

a. Keterlibatan para pihak termasuk masyarakat masih belum optimal b. Pembagian peran, hak dan kewajiban para pihak belum jelas c. Pengelolaan DAS dianggap sebagai cost 
centre sehingga tidak menjadi prioritas Pemerintah Daerah, 

a. Partisipasi para pihak ter-masuk masyarakat pada berbagai tahapan penye-lenggaraan pengelolaan DAS sudah terwujud deng-an pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas b. Terbangun kemitraan an-tara beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya DAS 
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No Kegiatan/Aspek 
Manajemen 

Kondisi Pengelolaan DAS 
Saat Ini Yang Diharapkan swasta dan masyarakat c. Pengelolaan DAS menjadi perhatian/prioritas bagi semua pihak yang terkait karena menyangkut kepentingan ekonomi dan lingkungan semua pihak. 

7 Insentif-
Disinsentif 

a. Insentif bagi masyarakat di hulu DAS atau pihak lain yang melaksanakan pengelolaan DAS masih kurang b. Disinsentif bagi pencemar belum dilaksanakan c. Insentif dan disinsentif untuk instansi pemerintah berdasarkan kinerja keberhasilan pengelolaan DAS belum dilaksanakan 

a. Pemberian insentif dalam bentuk bantuan, kemu-dahan, dan/atau fasilitas lain yang atraktif bagi pihak yang melaksanakan program pengelolaan DAS terutama di hulu DAS dan kawasan lindung b. Pemberian disinsentif/ sanksi bagi pencemar/ perusak DAS (pihak penyebab degradasi hutan, tanah dan air) c. Penerapan insentif dan disinsentif bagi instansi pemerintah berdasarkan kinerja pengelolaan DAS 
8 Pembiayaan a. Pembiayaan pengelolaan DAS masih sangat mengandalkan dana pemerintah b. Cost sharing belum dilak-sanakan dengan optimal c. Belum ada peraturan tentang sistem pembia-yaan pengelolaan DAS 

a. Penerapan cost sharing antara Pemerintah Pusat, Pemda, swasta dan masya-rakat termasuk peluang memanfaatkan dana internasional b. Penerapan beneficiaries and poluters pay principles c. Tersedianya peraturan mengenai pembiayaan pengelolaan DAS Dalam upaya pengelolaan DAS Garang secara optimal upaya yang harus dilaksanakan adalah memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan pengelo-laan tanaman dan konservasi lahan yang sesuai dan memadai dengan cara meningkatkan sumberdaya manusianya melalui pelatihan secara langsung di lapangan dengan bantuan pemerintah atau perguruan tinggi setempat, peng-gunaan lahan sesuai arahan fungsi kawasan dan RTRW serta pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dan transparan terhadap setiap kebijakan yang 



EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN DAS 369 

 

dikeluarkan melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaannya. 
BENTUK EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI DI DAS GARANG Bentuk edukasi konservasi untuk pengelolaan sungai berbasis masyara-kat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang diantaranya: 
1. Pengelolaan dan pelestarian air di lingkungan tempat tinggal Air hujan yang jatuh ke bumi, khususnya di pekarangan penduduk dapat diusahakan agar tidak segera masuk ke sungai, tetapi tertahan di dalam tanah di lingkungan pekarangan penduduk. Air hujan tersebut dapat terta-han di lingkungan pekarangan melalui peresapan secara alami (infiltrasi), dialirkan ke dalam tandon-tandon sederhana (berupa “jogangan” dan sejenisnya), dan dimasukkan ke dalam sumur resapan. Air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah, awalnya akan mengisi lekuk-lekuk permukaan tanah. Bila lekuk-lekuk yang ada sudah tidak mampu menampung air hujan, maka ia akan mengalir di permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah. Untuk menahan agar aliran air ini tidak segera masuk ke sungai bisa dilakukan dengan memasukkan aliran air tersebut ke kolam retensi sederhana (jograngan, atau bentuk lainnya). Penduduk yang telah melakukan kegiatan ini hanya sebanyak 5%, sebagian lainnya (23%), kadang-kadang melakukan kadang-kadang tidak, dan justru sebagian besar (72%) berusaha secepat mungkin membuang aliran air tersebut ke sungai terdekat. Cara lain untuk menahan air hujan agar tidak segera masuk ke sungai adalah memasukkan aliran air hujan tersebut ke dalam sumur resapan, pembuatan kolam retensi, dan memperbanyak tanaman keras di lingkungan permukiman. Penduduk yang memiliki sumur resapan hanya sebanyak (8%), yang berusaha membuat kolam retensi sebanyak 13%, dan berusaha memperbanyak tanaman keras di lingkungan permukiman seba-nyak 27%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum berusaha secara maksimal untuk mengkonservasi air di lingkungan-nya. 
2. Pengelolaan sampah Perilaku masyarakat dalam menggunakan dan melestaikan air di ling-kungannya juga tercermin pada pengelolaan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan, atau sengaja dibuang ke saluran air (sungai) dapat meng-gangu aliran air dan menyebabkan pendangkalan alur sungai. Penduduk yang membuang sampah ke tempat sampah berjumlah 57%, membuang sampah ke pekarangan 28%, dan membuang sampah ke sungai sebanyak 
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15%. Sampah yang dibuang ke pekarangan berpotensi masuk ke sungai mengikuti aliran air. Dengan demikian hampir separoh penduduk masih melakukan pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan kaidah water 
culture. 

3. Pengelolaan mata air dan air tanah DAS Garang hulu merupakan daerah perbukitan, lereng vulkan, dan kerucut vulkan. Oleh karena itu di daerah tersebut banyak dijumpai mata air. Sebagian besar (97%) penduduk menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka terdapat mata air. Air yang berasal dari mata air tersebut digunakan untuk air bersih (64%), mengairi sawah (18%) dan dibiarkan mengalir ke sungai (18%). Kenyataan lain menunjukkan bahwa di daerah ini juga terjadi penyedotan air dari mata air untuk keperluan komersial. Namun sebagian besar penduduk (85%) mengungkapkan bahwa mata air di daerah mereka hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan mengairi sawah. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa mata air memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan penduduk. Oleh karena-nya wajar apabila mata air di lingkungan tempat tinggal mereka dilestari-kan. Cara yang dilakukan penduduk untuk melestarikan mata air tersebut adalah dengan penghijauan (33%) dan penanaman tanaman keras di sekitar mata air (27%). Sebagian penduduk lainnya (40%) tidak berbuat apa-apa atau membiarkan mata air itu apa adanya. Berdasarkan pengamat-an mereka mata air yang ada di lingkungan tempat tinggal debitnya tetap atau tidak berubah (57%) dan sebagian lainnya mengatakan debit mata air sekarang makin mengecil (30%). Dari 30% penduduk yang menyatakan debit mata air makin mengecil tersebut, sebagian besar (54%) terjadi sejak tahun 1990-an dan sebagian lainnya (39%) terjadi sejak tahun 2000-an. Kejadian ini dapat dipahami seiring terjadinya perubahan tataguna lahan, terutama perubahan lahan hutan menjadi permukiman dan lahan perta-nian, serta lahan pertanian menjadi lahan permukiman. 
4. Pengelolaan sungai kecil Untuk menahan air hujan agar tidak segera mengalir ke laut, perlu usaha yang berupa mempertinggi retensi sungai terhadap banjir, maksudnya bagaimana banjir bisa disebar sepanjang sungai, dan menahan banjir di sepanjang wilayah sungai, sempadan sungai, dan badan sungai, dan pada sungai-sungai kecil di daerah hulu suatu daerah aliran sungai (DAS). Banjir kecil-kecil sepanjang alur sungai, dibutuhkan oleh ekologi sungai untuk dapat bertahan hidup. Cara retensi sepanjang alur sungai dapat dilakukan dengan mengembangkan daerah-daerah sepanjang alur sungai untuk tempat parkir air sebelum mengalir ke hilir. Atau dengan kata lain, sungai 
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kecil di daerah hulu DAS dapat difungsikan sebagai polder alamiah penampung sementara aliran air atau banjir. Namun demikian penduduk yang melakukan usaha ini dapat dikatakan belum ada. Sebagian besar penduduk (70%) menyatakan sungai-sungai kecil yang ada di lingkungan tempat tinggal dibiarkan begitu saja secara alami, dan sebagian lainnya melakukan dengan menata tebing sungai (20%) dan pelurusan alur sungai (11%). 
5. Pengembangan model agro-konservasi Pengembangan model agro konservasi secara terpadu di DAS Garang pada prinsipnya lebih menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masya-rakat khususnya petani di kawasan tersebut. Upaya konservasi diarahkan pada penanaman tanaman produktif yang dapat menambah penghasilan keluarga. Kesadaran dan peran masyarakat sangat diperlukan dalam menangani erosi lahan dan tindakan konservasi oleh masyarakat pada DAS Garang hulu menuju pada bentuk agrokonservasi. Menurut Bruner (2001) peranan penting dari masyarakat lokal sebagai perusak lingkungan sekali-gus berperan sebagai pengendali lingkungan. Program kegiatan yang dapat diterapkan untuk pengelolaan lingkungan adalah dengan melakukan pendi-dikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memeliha-ra lingkungan. Selain itu program konservasi yang menguntungkan dengan memberikan pembagian keuntungan, juga praktek kegiatan konservasi masyarakat yang lebih radikal. Ekspansi ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pengembangan membutuhkan pola konsumsi yang lebih besar. Pada gilirannya, permintaan konsumen terus meningkat meliputi kebutuhan air bersih, energi, lahan pertanian, hasil hutan, dan produksi ikan. Produksi secara global memung-kinkan pemanenan alam pada tingkat yang lebih cepat, disinilah peran konservasi lahan menjadi sangat penting (Agrawal and Redford, 2009). 
STRATEGI PENGUATAN MASYARAKAT SEKITAR SUNGAI Program dan kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu ditetapkan dalam upaya mendukung terselenggaranya pengelolaan DAS sesuai dengan kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan DAS, antara lain: 
a. Program dan kegiatan pengendalian tata air DAS Program dan kegiatan pengendalian tata air DAS meliputi upaya pengen-dalian daya rusak air, land use planning dan pelestarian sumber daya air.  
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b. Program dan kegiatan pengembangan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelan-jutan. Program dan kegiatan ini meliputi upaya pemulihan/rehabilitas hutan dan lahan, land use planning, pengelolaan penggunaan lahan produktif dan pengelolaan lahan dan vegetasi diseluruh kawasan. c. Program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal, terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, dan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahtera-an masyarakat. Kondisi tata air yang optimal meliputi: land use planning, mewujudkan penataan wilayah DAS Garang yang terintegrasi antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan, pelestarian/konservasi pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum, pengendalian daya rusak air (pengendalian erosi dan sedimentasi, pengendalian daya rusak air, pengem-bangan sumberdaya air, peningkatan water yield, pendayagunaan sumberdaya air, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik didarat, perairan maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.  Untuk mewujudkan kondisi tata air yang optimal, strategi yang diguna-kan pada land use planning adalah Restorasi/reklamasi/konservasi pada seluruh kawasan dengan mengacu pada kesesuaian lahan, IPL dan KPL sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan, kebijakan yang diambil adalah penataan kembali penggunaan lahan yang ada berdasarkan kesesuaian lahan dan atau RTRW, dan program yang disusun adalah restorasi/reklamasi/ konservasi pada hutan lindung, hutan produksi dan kawasan budidaya.  Strategi yang digunakan dalam mewujudkan penataan wilayah DAS Garang yang terintegrasi antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan adalah mengembangkan kerjasama antar wilayah, sektor dan pemangku kepentingan Kab/Kota dalam pengelolaan DAS Garang, mengop-timalkan peranan rencana tata ruang DAS sebagai basis perijinan, dan meng-optimalkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan tata ruang DAS Garang. Kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan peran dan fungsi BAPPEDA Prov Jateng dan Kab/Kota serta BPDAS Pemali Jratun dalam perencanaan wilayah DAS Garang, mengoptimalkan fungsi Dinas/ pemangku kepenting an di Prov. Jawa Tengah dan Kab/Kota dalam peman-
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faatan dan pengendalian wilayah DAS, dan menertibkan ijin yang tidak sesuai tata ruang DAS Garang. Program yang disusun adalah pengembangan rencana tata ruang wilayah DAS Garang, legislasi penataan tata ruang wilayah DAS Garang, pengembangan sistem perijinan berbasis tata ruang di wilayah DAS Garang, pengawasan dan penertiban ijin pengelolaan wilayah DAS Garang, dan advokasi dan penyuluhan pengelolaan DAS Garang.  Strategi yang digunakan pada pelestarian/konservasi pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum adalah melibatkan masyarakat secara luas dalam penghijauan lingkungan dengan harapan terciptanya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air dan pelestarian lingkungan dan penanaman vegetasi sebagai pelindung, pengembalian ekosistem wilayah dan penyerapan polutan CO2. Kebijakan yang diambil adalah pengendalian lingkungan diwilayah pemukiman dan fasilitas umum dan pengupayakan keseimbangan lingkungan perkotaan. Program yang disusun adalah penghi-jauan lingkungan dan pembangunan hutan kota.  Strategi yang digunakan pada pengendalian daya rusak air adalah pengendalian erosi dan sedimentasi pada bidang olah diwilayah up land yang diarahkan mengendalikan surface run off dengan penerapan pemantapan drainase wilayah, pengendalian morfoerosi pada tebing sungai dalam bentuk reboisasi/penghijauan dengan jenis vegetasi yang mempunyai perakaran kuat dalam mendukung stabilitas tebing sungai, pengendalian erosi dan sedimentasi pada alur sungai dengan membangun konstruksi sedimen trap secara sederhana yang diharapkan mampu dikembangkan oleh masyarakat, melakukan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat daya rusak air, membuat peta rawan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, mengembangkan sistem pendeteksi banjir dan informasi dini, meningkatkan kembali land cover yang sesuai pada daerah radius 200 m dari sumber air dan pada catchment area sumber mata air, mengendalikan surface runoff dengan menampung air hujan dari rumah-rumah penduduk kedalam sumur resapan, mengendalikan surface runoff dengan meresapkan air hujan kedalam biopori, penyimpanan/penampungan air hujan guna mencukupi kebutuhan air pada budidaya lahan kering, menampung air dan meresapkan kedalam tanah serta mengurangi aliran permukaan dan menampung sedimentasi pada kawasan budidaya, melakukan konservasi melalui perlindungan dan pelestarian sumber mata air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan, melaksanakan kegiatan prokasih secara intensif dan berkelanjutan, mendaya-gunakan sumber daya air melalui kegiatan penatagunaan penyediaan penggu-naan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air, memelihara fungsi 
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sarana dan prasarana pengairan sesuai dengan tujuan dan umur yang direncanakan, meningkatkan pengolahan limbah dan teknologi industri yang ramah lingkungan di sempadan kali, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pelatihan pengolahan limbah cair domestik dan sampah berbasis masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah menerapkan teknologi konservasi tanah yang sesuai dengan kondisi biogeo-fisik wilayah sasaran, pengendalian tebing sungai yang rawan terhadap morfoerosi, pengendalian erosi dan sedimentasi serta morfoerosi pada alur-alur sungai sehingga stabilitas alur sungai terkendali, melakukan pengendalian banjir yang terintegrasi pada sungai utama dan anak sungai dimana pada sungai utama dengan kala ulang 50 tahun, pada anak sungai dengan kala ulang 10 tahun, penetapan daerah lindung bagi kawasan daerah tangkapan air, pengendalian dan pengawasan sempadan sungai, danau, waduk, dan mata air, penciptaan sistem peramalan banjir dan informasi dini berbasis masyarakat dengan prioritas daerah rawan banjir, rehabilitasi sumber mata air yang kritis, pengendalian aliran permukaan dan peningkatan resapan air kedalam tanah, pengendalian aliran permukaan dan peningkatan resapan air kedalam tanah, membangun model penampungan air hujan berupa embung secara sederhana pada lahan kering, pengendalian daya rusak air pada bidang oleh melalui rorak saluran buntu, peningkatan demand management (efisiensi penggunaan air) dan supply management (peningkatan normal water level), melibatkan generasi muda, sekolah, pondok pesantren, organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi, penyediaan air baku untuk keperluan irigasi, rumah tangga perkotaan dan industri serta penggelontoran kota dilakukan secara konsisten, penciptaan sistem pengelolaan air yang konsisten secara finansial dan kelembagaan, penerapan imbal jasa lingkungan antara daerah hulu-hilir, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH. Program yang disusun adalah rehabilitasi/konservasi tanah, perlindungan tebing sungai pada kawasan hulu, pengendalian erosi dan sedimentasi, melakukan normalisasi anak-anak sungai, meningkatkan (upgrade) kemampuan fasilitas pengendalian banjir dan peri-ngatan dini, membuat penetapan daerah lindung bagi kawasan daerah tang-kapan air yang kritis, melakukan pengendalian dan pengawasan sempadan sungai, danau, waduk dan mata air bersama semua instansi terkait dan masyarakat, mengembangkan prototip peralatan peramalan banjir dan informasi dini dengan menggunakan teknologi dalam negeri, pembuatan peta resiko banjir di daerah rawan banjir di DAS Garang yang dapat menunjukkan tinggi genangan, tempat berlindung dan rute evakuasi, pelestarian sumber mata air, pengendalian sumberdaya air, pengendalian sumberdaya air, pengendalian sumberdaya air, pengendalian sumber daya air, studi peninggian bendungan, melakukan kegiatan prokasih, penyediaan air sesuai baku mutu-nya, menjaga umur waduk sesuai perencanaan, merumuskan formula perhi-
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tungan biaya jasa pengelolaan sumberdaya air, membahas tarif biaya jasa pengelolaan sumberdaya air untuk pemanfaat komersial, program pengenda-lian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Untuk mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan das secara berkelanjutan, strategi yang digunakan pada rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan adalah reboisasi pada hutan lindung dan hutan produksi melibatkan/pemberdayaan masya-rakat dengan model yang menerapkan model-model sosial forestry, kebijakan yang diambil adalah reboisasi penuh dan pengkayaan tanaman dengan memperhatikan peningkatan pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan program yang disusun adalah rehabilitasi hutan dan lahan.  Strategi yang digunakan pada rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan adalah menerapkan model-model agroforestry yang berorientasi pro-duksi dan konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat dan menerapkan model-model hutan rakyat pola kebun campuran/alley cropping yang berorientasi produksi dan konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah rehabilitasi fungsi kawasan lin-dung yang diarahkan sebagai pengatur tata air selain berfungsi produksi dan rehabilitasi lahan pada kawasan budidaya yg diarahkan guna pengendalian aliran permukaan dan peningkatan fungsi produksi. Program yang disusun adalah rehabilitasi hutan dan lahan.  Strategi yang digunakan dalam meningkatkan dan mempertahanan kawasan konservasi sebagai kawasan lindung adalah kawasan perlindungan sekitar dan dibawahnya, mencegah erosi, longsor, banjir, mengatur tata air, mempertahankan debit air dan memelihara kesuburan tanah. Kebijakan yang diambil adalah memelihara, mengamankan serta mempertahankan kawasan perlindungan setempat (KPS) dan keberadaan hutan alam. Program yang disusun adalah mengamankan dan tidak boleh ada penebangan serta melaku-kan penanaman dg RHL/pengkayaan dengan tanaman yang cepat tumbuh dan berfungsi sebagai konservasi serta MPTS.  Strategi yang digunakan dalam merehabilitasi sumberdaya alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam, sehing-ga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah Upaya rehabilitasi dan konservasi daerah DAS Garang Hulu. Kebijakan yang diambil adalah memperbaiki hulu DAS. Program yang disusun adalah Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.  
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Strategi yang digunakan dalam meningkatkan perlindungan hutan di lokasi rawan gangguan adalah meningkatkan patroli, pengawasan dan upaya penegakan hukum. Kebijakan yang diambil adalah pemberantasan pencurian kayu di hutan negara.  Strategi yang digunakan dalam meningkatkan pengendalian kebakaran hutan di lokasi rawan kebakaran adalah meningkatkan penguatan kelembaga-an, SDM dan masyarakat serta sarpras dalkarhut. Kebijakan yang diambil adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Program yang disusun adalah perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.  Strategi yang digunakan dalam sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL) forest stewardship council (FSC) adalah sertifikasi internasional (ekolabel). Kebijakan yang diambil adalah membangun komitmen mewujud-kan pengelolaan hutan lestari di Perum Perhutani. Program yang disusun adalah melaksanakan 10 prinsip dan 54 kriteria pengelolaan hutan lestari standart Forest Stewardship Council (FSC) sebagai wujud tanggungjawab sosial.  Strategi yang digunakan dalam penyusunan buku rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) adalah mengoptimalkan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan, menjaga, serta mempertahankan kelestarian hutan, lingkung-an dan sosial. Kebijakan yang diambil adalah pengaturan dalam pengelolaan hutan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan, lingkungan dan sosial. Program yang disusun adalah pengaturan kegiatan tanaman, penga-turan kegiatan pemeliharaan, pengaturan kegiatan teresan, pengaturan kegiatan penebangan/sadapan, dan menjaga keamanan hutan.  Strategi yang digunakan dalam RUPHR : Green bisnis dan environment care dengan menerapkan prinsip pengelolaan hutan rakyat lestari untuk mencapai kelestarian hasil/manfaat adalah pembentukan unit pengelolaan hutan rakyat lestari melalui sosialisasi program, inventarisasi pohon dan penataan kawasan (lahan), pembentukan inti dan plasma hutan rakyat, perhi-tungan produksi tahunan dan penyusunan rencana pengelolaan atau rencana pengusahaan. Kebijakan yang diambil adalah kerjasama kemitraan dan investasi denga kelompok tani hutan rakyat/stakeholder lainnya pada lahan di luar kawasan hutan dengan bagi hasil. Program yang disusun adalah melaku-kan aktivitas pada hutan rakyat untuk menentukan unit-unit pengusaha-an (dikelola oleh kelompok tani hutan rakyat) dan menjadi unit pengelolaan hutan rakyat, menjalin sinergisitas dengan segenap stakeholders (Pemda,LSM, organisasi profesi, pengembangan kelembagaan (capacity building) kelompok tani hutan rakyat dalam rangka kemandirian masyarakat, pembentukan kelompok-kelompok tani hutan rakyat, unit pengusahaan dan unit pengelolaan hutan rakyat, pembentukan inti dan plasma pengembangan hutan rakyat, 
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pemberian insentif usaha (dana talangan, paket usaha produktif), bimbingan teknis dan alih teknologi budidaya pengelolaan hutan, pembangunan sistem informasi database hutan rakyat, pengembangan industri pengolahan kayu rakyat, dan sertifikasi.  Strategi yang digunakan dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan di kawasan DAS Garang berwawasan lingkungan adalah mengem-bangkan usaha tangkap yang berkelanjutan, mengembangkan usaha budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan, dan mengelola lingkungan dan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut secara lestari. Kebijakan yang diambil adalah mengembangkan sarana prasarana dan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan, dan membina masyarakat perikanan dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya perikan an, pesisir dan laut secara lestari. Program yang disusun adalah pengendalian dan pengawasan usaha perikanan tangkap, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha peri-kanan budidaya, pembinaan dan pengawasan lingkungan dan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut, dan pengembangan kon-servasi dan rehabilitasi lingkungan di wilayah pesisir dan DAS Garang.  Strategi yang digunakan dalam rehabilitasi.dan pengembangan ekosis-tem mangrove adalah merehabilitasi kawasan mangrove yang terjadi degrada-si. Kebijakan yang diambil adalah merehabilitasi dan pengembangan kawasan mangrove sesuai dengan ekosistemnya. Program yang disusun adalah rehabi-litasi hutan dan lahan ekosistem mangrove.  Untuk mewujudkan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kese-jahteraan masyarakat, strategi yang digunakan dalam meningkatkan pember-dayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah pemberdayaan ekonomi masyara-kat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, penciptaan dukungan berkesinam-bungan untuk suatu sistem yang legal maupun aparatur mampu menangani masalah SDA dan lingkungan secara bertahap, mendorong kerjasama dalam penegakan peraturan yang sudah ada melalui usaha persuasif maupun kooperatif, mendorong peran serta masyarakat dengan dukungan koordinasi yang baik dari aparat dan instansi terkait dalam usaha pelestarian air, sosialisasi kepada masyarakat bantaran sungai dan pemangku kepentingan yang lain, sistem insentif dan disinsentif diterapkan secara bertahap untuk mendorong efisiensi penggunaan air dan pengendalian pencemaran air, penciptaan suasana kondusif untuk pengembangan kerja sama dan jalinan koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya air, dan pemberdayaan dan pening-katan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sungai, waduk, mata air. Program yang disusun adalah perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, mendo-
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rong masyaakat untuk selalu memberikan dukungan dalam penanganan masalah sumberdaya air dan lingkungan hidup, penegakan hukum, mengikut-sertakan masyarakat dalam pemeliharaan sungai, mensosialisasikan upaya pemeliharaan kualitas air, menerapkan kebijakan tarif penggunaan air, konsis-tensi dalam sinkronisasi pelaksanaan UU, PP dll dengan Perda, SK Gubernur, dan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat di sekitar hutan, sungai, waduk, dan mata air.  Strategi yang digunakan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah meningkatkan peran dan tanggungjawab perusahaan dan masyarakat terhadap keberlanjutan fungsi hutan, menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah, dan mening-katkan pendapatan perusahaan, masyarakat, dan pihak lain yg berkepentingan. Kebijakan yang diambil adalah tercipta keseimbangan pengelolaan hutan dan indek pembangunan masyarakat sekitar hutan. Program yang disusun adalah mengikutsertakan masyarakat desa hutan dengan pemanfaatan lahan hutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam peman-faatan ketahanan pangan, air dan energi lainnya.  Strategi yang digunakan dalam peningkatan pengetahuan dan ketram-pilan petani adalah Sekolah lapang. Kebijakan yang diambil adalah pengem-bangan agribisnis. Program yang disusun adalah peningkatan SDM Petani dan advokasi dan penyuluhan pengelolaan DAS Garang.  Kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing kegiatan memiliki tujuan dan fungsi yang melibatkan pemang-ku kepentingan dan masyarakat. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelo-laan DAS Garang terpadu diantaranya Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota BPDAS Pemali Jratun, BBWS Pemali Juana, Dinas Kehutanan Prov/Kab/ Kota, LH Kab/ Kota, Dinas PSDA Prov Jateng, Balai PSDA Seluna, Dinas PU Pengairan Kab/ Kota, masyarakat, Pemda Prov/Kab/Kota, Bappeda Prov./Kab/Kota, BBWS Pemali Juana, LSM, universitas, industri, PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kodim, Polres, Kejari, Pengadilan Negeri, Dishut, Muspika setempat, LMDH, Kelompok tani hutan, LSM dan organisasi profesi lainnya. 
PENUTUP  Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengelolaan DAS Garang belum dilaksanakan sesuai yang diamanatkan program aksi pengelolaan lingkungan DAS Garang. Belum adanya koordi-nasi antara penanggung jawab program aksi, sehingga banyak program 



EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN DAS 379 

 

yang belum terlaksana yang memberikan konsekuensi kualitas air belum sesuai dengan kelas air yang ditetapkan bahkan belum mencapai kelas air sasaran. 2. Bentuk edukasi konservasi untuk pengelolaan sungai yang berbasis masya-rakat diantaranya pengelolaan dan pelestarian air di lingkungan tempat tinggal, pengelolaan sampah, pengelolaan mata air dan air tanah, pengelo-laan sungai kecil, dan pengembangan model agro-konservasi. 3. Strategi penguatan masyarakat di DAS Garang dilakukan dengan program dan kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu yang ditempuh melalui program dan kegiatan pengendalian tata air DAS, pengembangan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, dan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai pengelolaan DAS Garang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: 1.  Meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 156 tahun 2010 tentang Peruntukan Air dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Garang di Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh pihak terkait (pemerintah, masyarakat dan swasta) sehingga bersama-sama dapat melak-sanakan program aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai kualitas air sesuai peruntukannya. 2.  Meningkatkan koordinasi antar intansi penanggung jawab dalam pelaksa-naan program aksi pengelolaan lingkungan dengan mengajak peran serta masyarakat dan pihak terkait serta mempertahankan kegiatan yang telah dilaksanakan pada komunitas yang terbentuk untuk peduli akan DAS Garang. 3. Melakukan penyuluhan maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mengelola sungai dengan mengembangkan kearifan lokal yang ada. 4.  Dorongan pemerintah baik dalam bidang pertanian maupun non pertanian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, maupun sosialisasi diperlukan untuk mewujudkan strategi penghidupan berkelanjutan di sekitar DAS Garang. 
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